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Nur Afida, 0910113221, 2013, Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 
Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.), Artikel Ilmiah, Hukum Perdata, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, Dosen Pembimbing : Ulfa Azizah, SH.M.Kn. dan 
Adum Dasuki, SH.M.S., 20 halaman. 
Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan tentang dasar dan 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda 
agama dalam perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg. Berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang 
perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama 
dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil jika sudah mendapatkan penetapan dari 
Pengadilan Negeri, berdasarkan diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan beberapa 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa 
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani dan pendekatan kenseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dalam 
penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang Pertimbangan Hakim 
Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama yang 
dilakukan oleh masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui cara 
pandang Hakim Pengadilan dan pihak yang melakukan perkawinan dalam menyikapi 
permasalahan permohonan perkawinan beda agama.   
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang 
ada, bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974. Penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg dalam mengabulkan perkawinan antara pemohon X dan Y 
serta didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam 
yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, Dalam mengisi 
kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama memberikan 
solusi hukum bagi perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama 
dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi 
yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri 
tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan beda agama. 






Nur Afida, 0910113221, 2013, Basic And Judge In Granting Application Of  
Different Religion Marriage, Essay, Civil Law, Faculty Of Law, Brawijaya 
University, Lecturer : Ulfa Azizah, SH.M.Kn. and Adum Dasuki, SH. M.S., 20 pages. 
 
Abstract this study describes and answer the problem of the review of basic 
consideration and judge in granting application of different religion marriage in the 
case No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg. Based on Act  Article 1 No. 1 of 1974 about 
Marriage, gives the definition of marriage as a bond between a man mentally and 
physically with a woman as husband and wife, with the purpose of forming a family 
(household) are happy and eternal by Belief in God Almighty. Marriage in Indonesia 
is regulated by Act No. 1 of 1974 about Marriage. different religion marriage can be 
registered in the Civil Registry Office if you've got the determination of the district 
court, based on the explanation provided for in Article 35 letter a an Act Number 23 
of 2006 on Population Administration. 
This research is a kind of normative legal research using several approaches, the 
approach of the legislation by reviewing some of the Act and the regulations relevant 
to the legal issues are being addressed and the conceptual approach. The case study 
approach is used to obtain an overview of the grant application considerations Judge 
Implementation different religion marriage performed by the community so hopefully 
will be able to know how to view Court Judge and the parties to a marriage in 
addressing the problems of different religion marriage petition. 
different religion marriage is not at all regulated in Act No. 1 of 1974. Determination 
of Malang District Court No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg in granting marriage between the 
applicant's X and Y and is supported by the case law in the jurisprudence of the 
Supreme Court dated January 20, 1989 Number: 1400 K/Pdt/1986, In fill the legal 
vacuum as in Act No. 1 of 1974 on Marriage does not expressly regulate different 
religion marriage giving legal solutions for that is acceptable application in the Office 
of Civil Registry as the sole agency authorized to carry out the request both 
prospective spouses who are not Muslims to must accept interfaith marriage. 








 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan 
pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”2.  Apabila diperhatikan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. 
Perkawinan beda agama sekarang ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat 
dihindari, mengingat penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama. Masalah 
perkawinan merupakan masalah yang komplek, hal ini tidak hanya terjadi antar 
agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sarna kalau dikaitkan pada hukum 
yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Salah satu 
permasalahan perkawinan adalah masalah perkawinan beda agama.  
                                                          
1
 Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan 
2
 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan 
  Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan 
sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan 
terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa tentang tata 
cara perkawinan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
3
 Namun bagaimana jika 
perkawinan yang beragama Islam dengan non Islam, mengenai pencatatan 
perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.  
Sedangkan faktanya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 telah 
dikeluarkannya Penetapan Permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda 
agama di hadapan Kantor Catatan Sipil Malang. Dalam Penetapan 
No.04/Pdt.P/2010/PN.Mlg. yaitu pemohon adalah X beragama Islam dan Y beragama 
Kristen. Kedua calon mempelai berkeinginan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan harmonis dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua mempelai. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pemohon bersepakat untuk 
melaksanakan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang karena 
                                                          
3
 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
 adanya perbedaan agama, akan tetapi ditolak secara lisan oleh pihak Kantor Catatan 
Sipili Kota Malang dengan memberikan penjelasan atu keterangan bahwa perkawinan 
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku haruslah mendapatkan izin yang berupa 
Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang disebabkan karena calon 
mempelai berbeda agama. 
Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah dengan menimbang, 
bahwa inti pokok permohonan para pemohon adalah agar para pemohon diberikan 
izin oleh Pengadilan Negeri Malang untuk melangsungkan perkawinan. Menimbang 
bahwa, dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka terbuktilah 
bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan 
menitikberatkan pada kepentingan para pemohon dimasa yang akan datang, demi 
kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. 
Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para 
pemohon tersebut.  
Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama agar tetap dapat 
dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan mengenai perkawianan beda agama belum 
di atur dalam Undang-Undang. Kantor Catatan Sipil menolak permohonan calon 
pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama dikarenakan tidak 
disertainya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri bagi mereka yang akan 
mencatatkan perkawinan beda agama. Terjadi kekosongan hukum karena dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang 
perkawinan beda agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 
Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan 
 beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di 
Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk 
melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam 
untuk wajib menerima permohonan perkawinan.
4
 
Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan 
perkawinan tersebut harus mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Namun 
bagaimana agar permohonan izin perkawinan beda agama mereka di Pengadilan 
Negeri dapat dikabulkan oleh Hakim, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 
1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis 
menetapkan beberapa permasalahannya yang akan diteliti, yaitu: 
1. Apakah dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 
pelaksanaan perkawinan beda agama dalam perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg? 
2. Bagaimana tinjauan hukum positif Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan 
perkawinan beda agama? 
                                                          
4
 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 
 C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan 
beda agama. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada 
khususnya yang berkaitan dengan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam 
Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran serta menambah wawasan 
didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi. 
 b. Bagi masyarakat, bagi masyarakat pada umumnya dan pasangan beda 
agama yang ingin melangsungkan perkawinan pada khususnya, yaitu 
sebagai bahan informasi dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umumnya mengenai 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam  Mengabulkan 
Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.  
c. Bagi Pengadilan Negeri, sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan  
Negeri  mengingat terdapat banyak pasangan beda agama yang mengalami 
kesulitan untuk melangsungkan perkawinan. 
 
E. Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan pada skripsi 
mengenai Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 
Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama. 
BAB II:  KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi tentang kajian umum perkawinan yang terdiri dari 
pengertian perkawinan yang dilihat dari segi perundangan maupun 
agama yang diakui di Indonesia, pengertian perkawinan, perkawinan 
beda agama ditinjau dari sudut pandang  berbagai agama di Indonesia, 
 perkawinan beda agama dalam hukum di Indonesia yang ditinjau dari 
ketentuan perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan setelah berlakunya Undang-
Undang tersebut. Dan tentang tata cara dan pelaksanaan perkawinan. 
BAB III:  METODE PENELITIAN 
  Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 
guna penulisan skripsi, yaitu penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) 
BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini akan membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama 
dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
serta mendeskripsikan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 terhadap pertimbangan hakim dalam perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg dalam mengabulkan permohonan izin 
perkawinan beda agama.. 
 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah dipaparkan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat 






A. Kajian Umum Tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 
pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
  
Perkawinan menurut Hukun Islam dalam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
6
 Perkawinan adalah suatu pernikahan 
yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan 
pelaksanaanya adalah merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
Sedangkan perkawinan menurut Agama Kristen adalah perkawinan dipandang 
sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami, istri dan di hadapan Tuhan. 
Perkawinan itu suci, dimana seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah 
tangga karena dipersatukan oleh Allah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, 
melainkan satu. 
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 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 
6
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, No.1 Tahun 1991 
 Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang 
Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-
masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan 




Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang 
wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara 
pasangan yang sama jenis kelaminnya. Ikatan antara seorang pria dengan seorang 
wanita bisa dipandang sebagai suami isteri manakala ikatan mereka tersebut 
didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatan sah 
apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
 
2. Tujuan Perkawinan 
Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, 
disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap 
agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut 
diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah 
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a. Menurut Hukum Agama Islam adalah untuk menegakkan agama Allah, 
mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat 
dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang teratur dan damai 
dengan mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
b. Menurut Agama Kristen Protestan adalah untuk membentuk suatu 
persekutuan hidup yang berkah antara pria dan wanita berdasarkan cinta 
kasih.  
c. Hukum Agama Kristen Katolik adalah untuk melahirkan anak dan 
mendidik anak serta saling tolong-menolong antara suami-isteri dan obat 
nafsu. 
d. Menurut Agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk 
menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (anak 
pria). 
e. Menurut Agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah 
tangga) bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau Tuhan 
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 3. Sahnya Perkawinan 
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat 
hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum formal. 
Hukum formal di bidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang 
Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu 




Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu”. 
Penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa: 
”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar 
hukum masing-masing agamanya dan kecercayaannya itu sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Yang dimaksud bagi golongan agamanya dan 
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini”. 
Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974 kita melihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menggantungkan 
sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing 
pemeluknya, ini berarti syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus 
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 didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu.  
 
4. Pencatatan Perkawinan 
Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : 
“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan 
dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama 
Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan 
Sipil (KCS). 
Pasal 2 ayat 2 PP 9/1975 : Pencatatan perkawinan dari mereka yang 
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor 
catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan 
mengenai pencatatan perkawinan. 
Pasal 2 ayat 3 PP 9/1975 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan 
yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan 
 berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan 




Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Admisduk : 
(1)Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya 
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 
Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak 
ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan 
dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada 
suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 
Apabila dilihat dari sudut keperdataan saja, pendaftaran dan pencatatan 
perkawinan, perkawinan tersebut sah apabila telah didaftarkan dan dicatatkan 
pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sebaliknya bagi 
perkawinan yang belum didaftarkan dan dicatatkan maka masih dianggap belum 
sah menurut ketentuan hukum, sekalipun menurut ketentuan agama telah 
memenuhi prosedur dan tata cara agama 
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 B. Kajian Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut 
Pandang Agama Di Indonesia 
Sebelumnya, Hukum Perkawinan yang berlaku pada awal Kemerdekaan 
Republik Indonesia Agustus 1945, secara umum dibagi ke dalam lima kategori. 
Kelima kategori tersebut merupakan system hukum yang secara sengaja 




1) Hukum perkawinan bagi Golongan Eropa dan orang-orang yang dilaksanakan 
dengan mereka, dan Golongan Timur Asing Keturunan Cina. 
2) Hukum perkawinan bagi Golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing 
pemeluk Agama Islam. 
3) Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk Agama Islam maupun 
Kristen. 
4) Hukum perkawinan bagi golongan yang hendak melangsungkan perkawinan 
campuran. 
5) Hukum perkawinan bagi golongan pribumi pemeluk agama Kristen berlaku 
sejak 1933. 
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 1. Menurut Agama Islam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda 




“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita karena keadaan tertentu: 
a. Karena wanita yang bersangkutan basih terikat satu perkawinan dengan pria 
lain 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam mas iddah dengan pria lain 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. 
Larangan untuk wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yaitu: 
“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 
yang tidak beragama Islam”. 
Namun dalam prakteknya pihak laki-laki beragama Islam dan pihak  
perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. 
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 Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya 
yang berkehendak baik dan berbuat baik.
13
 
2. Menurut Agama Kristen Katolik 
Menurut agama katolik, bahwa perkawinan adalah suatu Sakramen, yang 
merupakan persetujuan antara sesorang laki-laki dengan seorang wanita untuk 
saling mengikatkan diri sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia dan 
hanya pada seorang itu saja, untuk memperoleh keturunan.
14
 
Perkawinan antara seorang penganut Katolik dan seorang non-Katolik 
bukanlah perkawinan yang ideal, karena perkawinan dalam agama Katolik 
dianggap sebagai sakramen (suatu yang kudus, suci). Pada prinsipnya gama 
Katolik melarang perkawinan antara penganut Katolik dengan yang bukan 
Katolik. Tetapi dalam hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau 
pengecualian untuk dilakukan perkawinan antar agama tersebut. 
Dispensasi ini akan diberikan jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan 
iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala 
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 sesuaatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibabtis dan dididik 
dalam gereja katolik. 
b. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain 
(dari pasangan yang non katolik) hendaknya diberitahu pada waktunya 
sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan 
kewajiban pihak katolik. 
c. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat 
hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari 
keduanya. 
Namun dalam prakteknya Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak 
perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Dan 
alasan pihak perempuan bahwa agama Katolik tidak memperkenankan poligami 
dan perceraian. 
3. Menurut Agama Kristen Protestan  
Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya menikah 
dengan orang yang seagama, tetapi pada level tertentu, agarna Protestan tidak 
menghalangi kalau terjadi pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan 
 penganut agama lain.
15
 Menurut gereja Protestan, suatu perkawinan baru dapat 
dilangsungkan di gereja apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
16
 
a. adanya persetujuan dari kedua calon mempelai 
b. kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain 
c. sekurang-kurangnya salah seorang beragama Protestan 
d. sekurang-kurangnya salah seorang merupakan anggota jamaat gereja yang 
bersangkutan 
perkawinan antara seorang Protestan dan bukan Protestan dapat 
dilangsungkan di gereja apabila pihak yang bukan Protestan membuat surat 




4. Menurut Agama Hindhu  
Dalam agama Hindu, perkawinan bersifat religious dan obligatoir karena 
diakaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan untuk 
menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Perkawinan 
menurut Hindu hakikatnya adalah sacral dan hanya sah dilakukan menurut agama 
                                                          
15
 Ibid. h. 28 
16




 tersebut. Hal ini berarti agam Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan 
antar agama. 
5. Menurut Agama Budha  
Perkawinan adalah dharma dan yang paling utama adalah agar perkawinan itu 
tidak lepas dari ajaran mora1. Dengan demikian diperlukan pemberkatan untuk 
kedua mempelai, karena pentingnya pemberkatan ini maka sebaiknya agama 
kedua mempelai sebaiknya sama. Tetapi perkawinan beda agama ini dilihat 
sebagai suatu yang fleksibel, selama tidak melanggar dharma dan tidak 
menyimpang dari norma dan moral. Jika terjadi perkawinan beda agama yang 
salah satunya penganut agama Budha, maka yang terpenting adalah adanya 
kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing keluarga karena biksu hanya 
memberkati dan yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing-
masing yang diwakilkan kepada seorang dharmaduta (orang yang diangkat oleh 
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 C. Kajian Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Di 
Indonesia 
1.   Sebelum Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah 
ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan 
campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan 
oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Regeling op de 
Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran 
sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.
19
  
Pada Pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan 
Campuran adalah “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk 
kepada hukum yang berlainan”.  
Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar 
agama dan antar tempat yakni, pertama, kelompok yang berpendirian “luas” 
yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat 
termasuk di dalam GHR; kedua, kelompok yang berpendirian “sempit” yang 
menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak 
termasuk di dalam GHR; dan ketiga, kelompok yang berpendirian “setengah luas 
setengah sempit” yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja 
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Hal itu penting bagi kita, karena dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 
sebelum berlakunya UU No.1/1974 telah ada suatu ketentuan perundang-
undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya 
perkawinanantar agama. Peraturan perundang-undangan itu ialah peraturan 
tentang perkawinan campuran (GHR) sebagai dimaksud di atas. Dengan begitu 
pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama boeh merasa 
terlindung dan terjamin kepastia hukum daripada perkawinan mereka dalam arti 
bahwa, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak 
sah, setidaknya diakui adanya oleh hukum Negara. Keadaan mana sangat 
berpengaruh terhadap ketentraman jiwa kedua pihak. 
 
2.  Setelah Undang-Undang Tahun 1974 
Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi 
hukum perkawinan perdata, Undang-Undang Tahun 1974 justru memberikan 
peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada 
hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai.
21
 




 Ibid, h. 67 
  Pasal 2 ayat (1) menentukan: ”perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan 
yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan 
Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 : ”dengan perumusan pada Pasal 2 
ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kecercayaannya. Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
22
 Ini berarti bahwa 
jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul 
telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi Umat 
Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan 
tersebut adalah sah terutama di mata agamanya dan kepercayaannya.  
Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula 
diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. 
Sebagai pedoman untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda 
agama seperti tersebut diatas, dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
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 kepercayaannya, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan 
kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat 
pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang 
telah ditetapkan oleh negara), jadi suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau 
apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping 
tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. 
 
3. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 
Dari putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama sangat 
kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk 
mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 
1/1974.Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan 
sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda 
agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-
sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam proses perkawinan beda agama 
maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan 
kepada Kantor Catatan Sipil. 
Jadi Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak 
secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, Mahkamah Agung dalam 
yurisprudensinya tanggal 20Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan 
 solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan beda 
agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-
satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua 















 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Normatif 
(yuridis normatif). Hal ini berkaitan dengan mengkaji, memaparkan dan 
menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, 
dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti salinan Penetapan Perkara 
No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 
Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama. 
 
B. Teknik Pendekatan 
Kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa 
pendekatan, yaitu: 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
23
 
Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang 
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-
undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 
sekaligus tema sentral penelitian. Adapun pendekatan peraturan perundang-
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 undangan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif peraturan hukum 
yang berkenaan dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 
Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama. 
2. Pendekatan Kasus (case approach) 
Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
terkait dengan isu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif 
bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan 
dalam praktek hukum. 
Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 
gambaran tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan 
Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan oleh masyarakat sehingga 
nantinya diharapkan dapat mengetahui cara pandang Hakim Pengadilan dan 
pihak yang melakukan perkawinan dalam menyikapi permasalahan permohonan 
perkawinan beda agama. 
 
C. Jenis Bahan Hukum 
Di dalam penelitian hukum, data primer mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
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 Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini, terdiri dari: 
1. Jenis Bahan Hukum 
a. Bahan hukum primer  
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 Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang 
berkaitan dengan hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaannya, yaitu salinan Penetapan No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, 
sehingga dapat membantu mendeskripsikan dan menganalisa guna memahami 
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu dengan jalan mempelajari 
buku-buku literature, laporan penelitian, skripsi, dan thesis mengenai hal-hal 
yang sesuai dengan permasalahan di atas. 
 
2. Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan hukum primer terdiri dari: 
1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan 
b. Bahan hukum sekunder  
Yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, yaitu: 
1) Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang 
2) Instansi yang terkait dengan penelitian 
 3) Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 
c. Bahan hukum tersier 
Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, 
Kamus Bahasa Indonesia dan Encyiklopedia. 
 
3. Analisa Bahan Hukum 
Ada beberapa teknik analisa bahan hukum yang digunakan, antara lain: 
a. Teknik interpretasi hukum gramatikal 
Setelah mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas, peneliti melakukan penafsiran hukum gramatikal 
terhadap bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan cara 
menafsirkan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau 
bunyinya. 
b. Teknik interpretasi sistematis  
Peneliti menafsirkan dengan menghubungkan bahan hukum dengan 
perundang-undangan lain. 
4. Definisi Konseptual 
a. Dasar Penetapan 
Dasar dalam penelitian ini adalah landasan yuridis dari peraturan 
perundang-undangan yang dipakai hakim dalam mengeluarkan 
penetapan terhadap suatu perkara atau landasan yang dimiliki oleh 
 hakim dalam menetapkan atau memutus suatu perkara melihat 
ketentuan undang-undang dan fakta hukum 
b. Pertimbangan Hakim 
Adalah hakim memberikan tentang hukumnya dengan memadukan 
ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan, dan 
hukum yang hidup di masyarakat karena hakim merupakan salah satu 
unsure yang penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu 
menafsirkan, memperkuat, dan mempertimbangkan peraturan-
peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. 
c. Perkawinan Beda Agama 
Perkawinan yang dilaksanakan antara seorang pria dan wanita  yang 
berbeda agama atau kepercayaan satu sama lain, yang berpegang pada 
agamanya masing-masing. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar 









 BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin 
Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama  
1. Kasus Posisi 
Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
Perdata tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah 
ini dalam permohonan atas nama:
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a. X Umur 22 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan 
Klayatan III No. 11 Kelurahan Bandunrejosari, Kecamatan Sukun, Kota 
Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I 
b. Y Umur 23 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, berlamat di Jalan 
Klayatan III/Bugenvil No. 31 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan 
Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai pemohon II 
Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 pemohon 
mengajukan surat permohonan dengan perihal ijin menikah kepada Pengadilan 
Negeri Malang permohonannya adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa Pemohon I telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon II yang 
atas jalinan cinta tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II 
berkeinginan melanjutkan jalinan cinta tersebut kedalam suatu ikatan tali 
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 perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 
dan harmonis sebgaimana yang diidam idamkan bagi setiap orang pada 
umumnya, yang atas keinginan para Pemohon tersebut, kedua orang tua 
baik Pemohon I maupun Pemohon II telah menyetujui dan merestuinya. 
b. Para pemohon bersepakat berkehendak untuk melaksanakan perkawinan 
tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang 
karena adanya perbedaan agama, akan tetapi ditolak secara lisan oleh pihak 
Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan memberikan penjelasan atau 
keterangan bahwa perkawinan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku 
haruslah mendapatkan ijin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri 
yang berwenang disebabkan karena calon mempelai berbeda agama. 
c. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran perkawinan 
tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Malang 
agar berkenan memberikan izin kepada para Pemohon untuk melaksanakan 
perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Malang 
dan dengan sekaligus memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk melangsungkan 
perkawinan tersebut. Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Malang 
berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksanya serta 
selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut: 
1) Mengabulkan permohonan pemohon 
 2) Menetapkan, memberikan ijin kepada para pemohon untuk 
melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Malang 
3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota 
Malang untuk melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki 
bernama X, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, 
beralamat di Jalan Klayatan III No. 11 Kelurahan Bandunrejosari, 
Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan Y, Umur 23 Tahun, Pekerjaan 
Swasta, Agama Kristen, berlamat di Jalan Klayatan III/Bugenvil No. 
31 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan 
dengan mencatat serta mendaftar atas terjadinya perkawinan tersebut 
kedalam daftar perkawinan yang bersangkutan pada bagian tahun yang 
sedang berjalan. 
4) Membebarikan biaya permohonan ini kepada Pemohon 
 
2. Dasar Dalam Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang 
kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib 
mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap 
keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut, yakni putusan 
harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, 
bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan 
dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi 
 juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan 
mudah dimengerti orang yang membacanya. 
Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin 
pelaksanaan perkawinan beda agama antara lain:
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a. Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk 
melaksanakan perkawinan. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas 
maka hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para 
pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembentukan 
suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para 
Pemohon sebagai warganegara serta hak asasi para Pemohon untuk 
mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun 
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang sahnya suatu perkawinan apabila menurut tata cara agama atau 
kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan 
atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang meliki perbedaan 
keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat 
ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang 
bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan 
menurut agama calon suami isteri. 
                                                          
26
 Surat Penetapan No.04/Pdt.P/2010/PN.Mlg 
 b. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1400 K/Pdt/1986 
tanggal 20 Januari 1989, disebutkan: 
1)   Bahwa dari azas perbedaan agama dari calon suami istri tidak 
merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa 
terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang 
berlainan agama, maka Mahkamah Agung pendapat bahwa tidaklah 
dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan 
dan kebutuhan social seperti tersebut diatas dibiarkan tidak 
terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut 
berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di 
segi kehidupan bermasyarakat maupun agama yang merupakan 
hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat 
ditemukannya dan ditentukan hukumnya. 
2)   Bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan 
perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa 
pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak 
secara Agama Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula 
dengan diajukannya permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi 
menghiraukan status agamanya sehingga Pasal 8 sub f Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan 
halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka 
kehendaki, dan dalam hal atau keadaan yang demikian seharusnya 
Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang 
 untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 
yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima 
permohonan pemohon. 
c. Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan 
apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami 
isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan, sejalan 
dengan jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”, 
sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-
Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon 
suami isterinya yang memeluk agama berbeda. 
d. Berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan 
kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan 
dengan pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya oleh Negara 
kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya 
masing-masing. Pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 
e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Pasal 4, menyebutkan: 
Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
 diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun.  
f. Pasal 22, menyebutkan: 
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 
Penjelasan Pasal 22: 
 (1) Yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan 
kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut 
keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. 
g. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 maka dengan 
mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum 
agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan 
pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah:
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 a. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: 
(1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- 
masing agamanya dan kepercayaannya itu 
(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
Penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa: 
”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di 
luar hukum masing-masing agamanya dan kecercayaannya itu sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud bagi golongan 
agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 
tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan jo. PP No. 9 
Tahun 1975, memang tidak mengatur perkawinan beda agama, yang 
diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya seagama 
dan dicatat oleh Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang 
beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain 
Islam. 
c. Menurut Hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama 
sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, sedangkan 
 menurut agama Kristen pun hal yang sama juga dilarang sebagaimana 
ditegaskan dalam Injil Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14) 
d. Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para pemohon adalah agar 
para Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Malang untuk 
melangsungkan perkawinan para Pemohon yang berbeda agama tersebut: 
Menurut pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Penjelasan pasal 2 menjelaskan bahwa: 
Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan siluar 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini. 
e. Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam adalah tidak sah perkawinan 
berlainan agama sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 
 221, sedangkan menurut agama Kristen pun hal yang sama juga dilarang 
sebgaimana ditegaskan dalam Injil Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14) 
f. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 
Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: 
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 
kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. 
g. Di dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan 
huruf a ditegaskan “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan 
oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang 
berbeda agama.” ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan ketentuan 
yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi 
antara 2 (dua) orang yang berlainan agama setelah adanya Penetapan 
Pengadilan tentang hal tersebut. 
h. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan 
penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan 
 dimaksud termasuk aspek pencatatan perkawinan oleh Lembaga 
Pencatatan Sipil. Lembaga Pencatatan Sipil sesuai aturan yang berlaku 
berfungsi antara lain mencatat segenap peristiwa penting termasuk 
perkawinan, (bukan menikahkan/mengawinkan). (Point 1) 
i. Perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan 
setelah mendapat penetapan Pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses 
Pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat. 
(point 3) 
j. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
Pasal 4, menyebutkan: 
Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun.  
Pasal 10 menyebutkan: 
(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 
 (2)  Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 
suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 10: 
(1) Yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 (2) Yang dimaksud dengan “kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir 
dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari 
siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. 
Pasal 22, menyebutkan: 
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Penjelasan Pasal 22: 
 (1) Yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan 
kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut 
keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. 
 (2) Cukup je]as. 
k. Perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan status 
agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang 
 dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah 
Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan 
tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan 
kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang 
yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal 
tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan 
sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut 
dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang bekaitan dean 
proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu 
perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara 
pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para 
pemohon sendiri, telah di peroleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut : 
a. Bahwa kedua pemohon saling mengenal dan telah menjalin cinta kasih, 
namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya 
perbedaan agama antar para pemohon. 
b. Bahwa kedua orang pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka 
untuk menuju kejenjang perkawinan dengan tidak lagi atau 
mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan Agama mereka 
masing-masing. 
 c. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka 
ke Kantor Catatan Sipil kota namun pihak tersebut menghendaki adanya 
penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan kantor catatan sipil 
mencatat perkawinan antara mereka. 
d. Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hakim 
berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para pemohon 
untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembentukan 
suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi 
para Pemohon sebagai warganegara serta hak asasi para Pemohon untuk 
mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun 
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang sahnya suatu perkawinan apabila menurut tata cara agama atau 
kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan 
atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang meliki perbedaan 
keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat 
ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang 
bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan 
menurut agama calon suami isteri. 
 Berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan 




a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur kalau 
suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang 
memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau 
dengan kata lain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidaklah melarang 
terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama. 
b. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 
1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana 
ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya 
oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk 
Agamanya masing-masing. 
c. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta 
hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan 
bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketingkat perkawinan, 
dimanaa keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang 
tua mereka masing-masing. 
d. Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk 
melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan 
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 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu 
rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para 
pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk 
tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam 
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya 
suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau 
kepercayaan yang di anut oleh calon pasangan suami isteri yang incasu 
hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki 
perbedaan Agama. 
e. Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan 
yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya 
perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat 
dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuanam pasal 
10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan 
“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 
hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2(dua) orang saksi”. 
Pada penetapan No.04/Pdt.P/2010/PN Mlg tersebut, penulis menganalisa 
pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:
29
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 Surat Penetapan No.04/Pdt.P/2010/PN.Mlg 
 a. Adanya permohonan Pemohon yang pada pokonya didasarkan pada 
alasan bahwa telah terjadi penolakan secara lisan oleh pihak Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dengan alasan Karena 
adanya perbedaan agama.yang tidak dapat dilangsungkannya perkawinan 
tersebut dengan meberikan penjelasan atau keterangan bahwa perkawinan 
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku haruslah mendapatkan ijin yang 
berupa penetapan dan Pengadilan Negeri yang berwenang disebabkan 
karena calon mempelai berbeda agama. 
b. Bahwa tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar para 
pemohon yang memiliki keyakinan agama, dapat melakukan dan 
mencatatkan perkawinan yang terjadi diantara mereka di Kantor Catatan 
Sipil Kota Malang. 
c. Sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari 
permohonan pemohon tersebut di atas maka hakim akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu 
kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan ini 
yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) uu no.48 Tahun 2009. 
d. Oleh karena tujuan dari permohonan para pemohon adalah agar 
perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Malang. 
e. Perkawinan yang terjadi diantara orang yang berlainan status agamanya 
hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam 
penjelasan huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan 
 yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar 
umat yang berbeda agama.” ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan 
ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan 
yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berlainan agama setelah adanya 
Penetapan Pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses 
terjadinya suatu perkawinan sebagiman dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut, sehingga terhadap 
hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu 
sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, 
larangan perkawinan dan tatatcara pelaksanaan perkawinan masih 
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
f. Oleh karena tujuan permohonan para pemohon ini adalah agar 
perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Malang 
dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokonya tentang usaha 
para pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Catatn 
Sipil Kota Malang, dan domisili para pemohon ada di wilayah hukum 
pengadilan negeri malang, maka dalam hal ini merupakan kewenangan 
Pengadilan Negeri Malang untuk menerima, memeriksa dan mengadili 
serta memberikan penetapan atas permohonan para pemohon. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didukung fakta-fakta yang 
benar, Hakim akhirnya menetapkan sebagai berikut : 
 a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon : 
b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan 
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Malang ; 
c. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Malang, agar melangsungkan perkawinan antara X 
dan Y, setelah dipenuhi syarat-syarat  perkawinan menurut peraturan 
perundang-undangn yang berlaku ; 
d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat 
yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan PEnetapan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pencatat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dan 
dicatat peristiwa perkawinan tersebut ke dalam Register Akta Pencatatan 
Sipil atau dalam Register yang tersedia untuk itu ; 
e. Membebankan ongkos perkara kepada para pemohon sebesar 







 B. Tinjaun Hukum Positif Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama 
 
Ketentuan hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang tentang 
perkawinan beda agama. Namun perkawinan diatur dalam hukum positif Indonesia 
yang tertuang dalam Undang-undang (Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara 
yang  tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. 
Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa 
peraturan, diantaranya adalah: 
1. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
2. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan 
3. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama 
4. PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No.1/1974 
5. Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan beda agama 
dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang 
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak 
beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita 
 Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam.
30
 KHI tersebut 
Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa 
perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami 
isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang 
memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Kenyataan 
yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan beda agama dapat terjadi. 
Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan 
memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat 
memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan beda agama. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua 
peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini telah diatur dalam 
Undang-Undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat 
diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur 
dalam UU No. 1/1974. 
Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami 
isteri dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
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 hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika 
dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara 
perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan 
kepercayaannya. 
Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-Undang 
Perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda.
31
 Pertama, penafsiran yang 
berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, 
bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah 
tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang 
perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia 
tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan 
antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang 
berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak 
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan 
pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda 
agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur 
dalam undang-undang perkawinan.  
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 Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 57 yang 
menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang 
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
32
 
Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di 
Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya 
pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan 
Sipil dapat ditolak.  
Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang 
perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum 
masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua 
calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau 
kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama 
atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum 
agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau 
kepercayaan dari calon yang lainnya.  
Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut 
salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon 
isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada 
salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.  
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 Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
 Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah 
Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada 
tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
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Dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon 
suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan 
UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk 
kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh 
undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan 
untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 
tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk 
memeluk agama masing-masing. 
Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat 
perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan beda 
agama terjadi kekosongan hukum.  
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 Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang 
masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar 
agama. Maka Mahkamah Agung berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan 
terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika 
dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak 
negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa 
penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum 
positif, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya.  
Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar 
agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di 
Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk 
melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam 
untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.  
Dari putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan antar agama sangat 
kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi 
kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974.  
Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai 
yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama 
dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber 
hukum yang berlaku di Indonesia. 
 Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk 
melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan 
Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan 
tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan 
dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut 
pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk 
dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak 
lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk 
menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam 
kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama 
atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.  
Bentuk lain untuk melakukan perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan 
cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar 
negeri. Berdasarkan pada pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 
mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara 
Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah 
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 Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
 Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka 
waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan 
perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang 
dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah 
karena dapat diberikan akta perkawinan 
Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam 
Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam 
Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasan disebutkan bahwa 
untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh 
Pengadilan. Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakjelasan yang 
terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang 
dilakukan di Indonesia diakui oleh negara. Selama ini bagi pasangan-pasangan 
beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan 
cara menikah di luar negeri atau jika menikah di Indonesia umumnya mereka 
mengganti agamanya sementara atau secara permanen agar perkawinan mereka 
dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama 
menikah di gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam. 
Seperti telah dikemukakan diatas, sebelum adanya Undang-undang 
Perkawinan, untuk hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, 
pengaturannya dapat ditemui dalam HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen 
Indonesiers, S. 1933 No.74). Pasal 75 HOCI membolehkan perkawinan antara 
seorang wanita beragama Kristen dengan seorang pria beragama bukan Kristen. 
 GHR juga mengatur mengenai Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 
Huwelijken, S. 1898 No.158).
35
 Namun demikian, HOCI telah dicabut oleh 
Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui 
Pasal 106. Sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Pertimbangan hakim juga dikarenakan dalam hukum positif di Indonesia hal-
hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 ditegaskan bila suatu agama sah apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang berlaku bagi 
perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan 
antara 2 orang yang berbeda agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan 
ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 
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1. Perkawinan yang terjadi diantara orang yang berlainan status agamanya hanya 
diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan huruf a 
ditegaskan “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh 
Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda 
agama.” ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang 
memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 
(dua) orang yang berlainan agama setelah adanya Penetapan Pengadilan 
tentang hal tersebut. 
2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengabulkan 
permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama adalah Untuk 
menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat (kumpul 
Kebo atau hamil di luar nikah). Kemudian didasarkan pula pada Pasal 29 ayat 
(2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Pasal 8 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 No. 158 dan 
Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.  
3. Penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg 
dalam mengabulkan perkawinan antara pemohon X dan Y serta didukung 
dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya 
 tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, Dalam mengisi 
kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda 
agama memberikan solusi hukum bagi perkawinan tersebut adalah bahwa 
perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan 
Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan 
permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib 
menerima permohonan perkawinan beda agama. 
 
B. Saran 
1. Penulis berharap bahwa dengan ketidak tegasan pemerintah dalam mengatur 
perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu rumusan 
ulang atau revisi tentang perkawinan beda agama, karena dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum jelas dan tuntas 
dalam mengatur perkawinan beda agama. Dan dalam revisi terhadap Undang-
undang Perkawinan perlu kejelasan tentang status hukum bagi mereka yang 
ingin melakukan perkawinan beda agama. 
2. Penulis berharap bagi pemerintah hendaknya menempatkan suatu peraturan 
sebagai payung hukum bagi masyarakat. Sebagai Negara yang multi agama, 
Indonesia tidak akan pernah bisa memaksakan rakyatnya untuk selalu 
menikah dengan pasangan yang mempunyai agama atau keyakinan yang 
 sama. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan membuktikan bahwa 
Indonesia telah melanggar ketentuan dari konstitusi negara, yaitu UUD Tahun 
1945. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk 
pelanggaran kebebasan dasar dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap 
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